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BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian analisis, terhadap data yang diperoleh dalam

penelitian, maka dirumuskan kesimpulan:

1. Berita Acara Pemeriksaan berfungsi untuk mencatat keterangan saksi dan
tersangka beserta alat bukti dan barang bukti, dengan tercatatnya hal-hal
tersebut maka polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dapat mengetahui
tentang terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangka.

2. Tersangka dapat menyanggah dan mencabut keterangan yang dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan di depan persidangan, jika keterangan
yang diberikan tersangka tidak sesuai dengan data dan fakta yang
diberikan tersangka saat penyelidikan. Tersangka dapat juga menyanggah
dan mencabut keterangan yang diberikan jika tersangka mendapatkan
tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun saat penyelidikan.
Karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
atau hakim. Hal ini yang bertanggung jawab atas kesalahan pemeriksaan

tersangka adalah penyidik itu sendiri.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan bagi penyidik dalam
mengambil keterangan dari saksi dan tersangka adalah dengan apa adanya
sesuai dengan sifat pertanyaan yang dijawab dan diterangkan oleh saksi dan
tersangka untuk memperkecil kesalahan dan kurangnya penyidik dalam
membuat berita acara pemeriksaan. Hal tersebut dapat memberikan
kemungkinan bagi jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh berita
acara pemeriksaan jika fakta dan alat bukti dari kejadian-kejadian yang terjadi
dalam perkara tindak pidana kurang lengkap atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menentukan
pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku hendaknya sesuai dengan

peristiwa atau kejadian yang terjadi.
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